
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penyertaan Modal Daerah 
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2015; 

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah 
Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; 

WALIKOTA DENPASAR, 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS 
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2015 

TENT ANG 

NOMOR 30 TAHUN 2015 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

WALIKOTA DENPASAR 

Mengingat 

Menimbang 



18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nornor 6 Tahun 2015 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 
2015 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja oaerah Kota Denpasar Tahun 
Anggaran 2015 (Lernbaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan 
Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nornor 4, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kota Denpasar Nomor 4); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemer 690); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelo!aan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penye!enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576); 

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagairnana diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



SERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 30 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 12 Oktober 2015 

SEKRETARIS 71//P DENPASAR, 

RAI ISWARA 

DENPASAR,~ 

Denpasar 
12 Oktober 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Denpasar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar selaku 
Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan proses administrasi 
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

Pasal 3 

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber darl Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kata Denpasar Tahun Anggaran 2015 

Pasal 2 

Menye1takan Modal Daerah yang akan disetor kepada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Bali pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 55.960.000.000 
(lima puluh llma rnilyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN ANGGARAN 
2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

19. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 
Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kata Denpasar Tahun 2014 
Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar 
tanggal 7 September 2015 Nornor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Penjabaran Atas Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Desember 2014 
Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kota Denpasar 
Tahun 2015 Nomor 28); 


